MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Januari 20°¢

Nomor 273/387/SC Yth. Sdr/i. Bupati/VValikota se-Indonesia
Sifat . Segera '
Lampiran : - di
Hal - Dukungan PNS Dpx paca KP J
Frovinsi/KIP Acen can KPU/KIP Tempat

Kabupaten/Kata

Berkenaar surat Ketua Komisi Pemiihan Jmum Republik Indonesia
Nomor 7856/SDM.1-SD/05/KPU/XIII2017 tanggal 15 Desember 2017 Perihal
Dukungan PNS Dpk pada KPU Provins/KIP Acer dan KPU/K P Katupzsten/Kota,
dengan hormat d:sampaikan hal-hal sebagai berixut:

1. Berdasarkan «erentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubanan Kedua Atas Undenc-Undang Ncmor 1 Tahun 2015
Tentang “~enetapan Peraturan Pemerintan Penggant Undang-Jndang
Nomor 1 Tahur 2014 Tentang Pemilihan 3Gioernur, Bupati dan ‘f/alikota
Menjaci Jncang-Undang. menecaskan kahwa “Guberrur atau Wakil
Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Waiikota atau Wakil W/alikota
dilarang meslakakan penggantian pejabat 6 enam) bulan sebelum tanggal
penetapar pasangar calon sampai dengan axhir masa jatatan kecuali
mendanat oersewyjuan tertulis dari Menteri”.

2. Dalam ketentLar Pasal 202 aya: (1) PeratLran ®=merintan Nomor 1 Tahun
2017 temianz Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa
"Penugasar khusus sebagaimana dimaksud da'am Paszi 178 merupakan
penugasar PNE unwk melaksanakan tugas Jabatan secara knus.s di luar
Instansi Pemerimah dalam jangka waktu terentu”.

3. Dalam rangka mendukung keancaran oenyelenggaraan ‘tugas dan
wewznang KPU Provinsi/KIP Aceh dar <PUKIP Kapupaten/Kowa sesuai
ketentuan unzarg-Lndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fem lihar Umum
dan Jndang-Uncang Nomor 10 Tafun 2016 tentang Perubanan Kedua Atas
Undang-Urdang Nomor 1 Tahun 2015 Tertang Penetanan Peraturan
Pemerinzal Fenggarti Undang-Undang MNcmor 1 Tahun 2C14 Tentang
Pemilihan Suzeraur, Bupati dan Walikota Merjadi Undanc-Undang, Saudara
Gubernur dar Bupat/Walikota telah menugaskan sejumlar PNS Daerah
pade KPU Provmnsi/KIP Aceh dan KPU/KIP <abupaten/Kota, sebacaimana
ketentuan zzlam Fasal 202 ayat (1) Peratu-an Pemerintah Nomor * % Tahun
2017 tentany Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Selanjutnyz unttk mendukung kelancaran penyelengcarsan Pilkada
Serentak tanun 291& dan Pemilu Serentak tahun 2019, dimintz kepada
Saucara urtJk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai
dengan -ahapan Filkada Serentak :ahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun

2019 seleszl.
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ieradap PNS yang ditugaskar khusus pade KPU Prov:nsi/KIP
upaten/Kota agar mencapat persetujtan dan NMenteri

5. PeT ndahan
ketentuan Fasal 71 ayat (2) Undang-Undang

Ace~ dan <PU/KIP Kab
Daiam Necer sesuai dengan

- Nomor =0 Tahur Z015.
Demikiar untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,

[ %\

Tjahjo Kumolo

Tembusan:
1. Menteri “endayagurzar Aoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Kepnala Badan Kepecawaian Negara; dan
3. Ke-ua Komisi Pemilinan U~um
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